Desentralisasi Penyelesaian Sengketa Hukum

UA tulisan tentang alter-
natif penyelesaian per-
kara (Alternative Dispute
Resolution, ADR) dalam Kom-
gas (7/3-95) mengulas ADR se-
agai prosedur penyelesaian
sei:'igketa yang tak bergantung
pada proses berperkara di peng-
 adilan (litigasi).
1 Dalam masyarakat yang ma-
sih guyub (gemeinschaft) serta
| belum mempunyai peradilan ne-
gara yang merata dan melemba-
ga, ADR [ebih merupakan kelan-
jutan dari praktik-praktik ke-
biasaan atau yang diakui dalam
| hukum adat. Untuk masyarakat
| gesellschaft, ADR banyak digu-
| nakan karena dipandang efisien,
| cukup memuaskan pihak-pihak
| yang bersengketa dan tak
anyak  merepotkan  seba-
gaimana proses peradilan yang
(resmi. Para pihak terpuaskan,
' karena perselisihan tak menjadi
terbuka, lebih menekankan har-
moni, mengurangi waktu dan
bigga yang biasanya diminta
oleh prosedur litigasi serta dapat
langsung dilaksanakan.

ADR juga ditempuh untuk
menghindari  ketakmampuan
pengadilan dalam menangani
perkara, baik karena perkara
yang telah menumpuk akan
membuat penyelesaian sengke-
ta makin lama, korupsi aparat
penegak hukum maupun pena-
nganan yang tak profesional.
Dengan kata lain ADR meru-

akan langkah desentralisasi
' hukum, dan mungkin juga de-
birokratisasi, karena penyele-

saian d;;lerkara justru dis an
atau dilakukan sendiri oleh para
pihak yang bersengketa.

| Kesan bahwa ADR. sekadar
menyangkut soal teknis-prose-
dural memang tak memuaskan.
Tulisan ini mengulas < ADR
dalam kenteks ideologis, kultu-
ral dan ekonomi yang berbeda,
kepentingan yang beraneka,
maupun maksud yang beragam.
Dikemukakan pula implikasi
ulasan ADR dalam tulisan ini
untuk studi hukum.

| Sketsa pembandin
| DALAM sebuah artik
(1981), Marc Galanter meng-
ambarkan kecemasan akibat
| eban perkara yang semakin
menumpuk di pengadilan-peng-
‘adilan Amerika Serikat. Rupa-

ta hukum tak seluruhn;
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nya, masyarakat yang berseng-
keta cenderung untuk segera
mengajukan perkaranya ke per-
adilan fo . Dengan memin-
jam Griffiths (1979), Galanter
menunjuk kecenderungan se-

erti itu sebagai legal central-
ism; keadilan merupakan suatu
produk dari didistribusikan se-
cara ekslusif oleh negara.

Namun kajian hukum dengan
Eendeka’qan ilmu sosial mem-

uktikan, penyelesaian sengke-
ya ter-
fokus pada paradi; ”sentral-
isme hukum?” ini. Banyak seng-
keta yang menurut peraturan
resmi dapat diajukan ke peng-
adilan, "telah selesai” di luar
gedung pengadilan.' Hal ini di-
mungkinkan, karena salah satu
pihak berdiam diri dan tak
mempersoalkan perkaranya,
mungkin karena menilai akan
makin merugikannya atau tak
berdaya menghadapi lawannya.
Mungkin pula terjadi tindakan
main hakim sendiri secara sepi-
hak dan pihak lain tak melawan
atau perkaranya telah disele-
saikan secara damai melalui
perantara.

Galanter berpendapat bahwa
Eengadilan harus dikaji dalam
caitannya dengan sistem pe-
nataan normatif lainnya, karena
keadilan tak hanya ditemukan
di lembaga peradilan resmi atau
dalam forum-forum yang di-
sponsori oleh negara, melainkan
juga pada institusi-institusi so-
sial primer seperti keluarga,
lingkungan tempat tinggal, tem-
pat kerja, hubungan-hubungan
dagang dan sebagainya.

Kecenderungan menghindari
konflik, lebih-lebih melalui
pengadilan, juga terjadi di
Jepang, Takeyoshi Kawashima
menunjuk latar kulturalnya pa-
da dua ciri tradisional masyara-
kat Jepang (dalam AAG Peters
dan K. Siswosoebroto, eds.,
'1988: 95-123).

Pertama, sifat hirarkis dari ko-
munitas desa dan keluarga, yang
berlaku pula dalam hubungan
kontraktual. Sifat hirarkis ini
menyertakan status patriarkal
non-despotis, karena sang patri-

arkh tak hanya mendominasi
melainkan glu a melindungi.

Kedua, dalam kelompok-ke-
lompok sosial tradisional hu-
bungan antara orang-orang
yang sama statusnya ju%:i sangat
"khusus” dan pada waktu yang
sama "kabur secara fungsio-
nal”. Dalam kedua ciri tersebut
rumusan peranan dengan stan-
dar obyektif-universal tak ber-
laku, meskipun akan tetap dise-
but dengan istilah "harmoni”.

Acuan terhadap konsensus
dan kecenderungan menghin-
dari konflik dalam masyarakat
Jepang menyebabkan litigasi
’taﬁl cocok dalam penyelesaian
sengketa, bahkan dipandang
membahayakan hubungan so-
sial yang harmonis. Litigasi te-
lah dinilai salah secara moral,
bersifat subversif dan mem-
brontak. Jarak antara hukum
negara dan sistem peradilan de-
ngan ketnei(ataan sosial yang
berlaku, telah mengangkat pop-
ularitas dan fungsi mediasi
(chotei) maupun "perbaikan
hubungan” ankai) sebagai
sarana informal dalam penyele-
saian sengketa maupun praktik
kontrak di Jepang. Penyelesaian
informal melalui mediasi juga
dikenal di Bangladesh dan
Selandia Baru.

Dalam kontrak-kontrak bis-

nis, studi Macaulay (1963 dan |

1977) telah menunjukkan ke-

mampuan prosedur nonlitigasi|

dalam menyelesaikan perseli-

Khazanah Indonesia
Menurut Daniel S. Lev (dalam
Claire Holt, ed., 1972; Culture
and Politics in- In ia, pp.
246-318), di Indonesia terdapat

ketakpaduan antara struktur
formal hukum dan prosedur
kelembagaan. Dalam keadaan

demikian berlangsunglah pro-
ses sesuai hukum kelembagaan
Gresham, karena masyarakat
cenderung menghindari proses
formal dan lebih menyukai pro-
ses yang bersifat kekeluargaan
dan akomodatif. Konsiliasi un-
tuk mencapai kompromi meru-
Eakan cara penyelesaian seng-

eta yang disukai. Cara ini
men dari keterlibatan ke-

pentingan yang tak perlu dari |

pihak ketiga.
Di Jawa dan Bali, tutur Lev,

sikap terbuka untuk konsiliasi |
masyarakat |

merupakan nilai
yang meluas. Sadar akan rela-

tivisme, atau menurut Anderson |

(1965) toleransi, orang Jawa
dilukiskan sebagai cenderung

cara yang, dalam konteks hu-

kum, mengutamakan prosedur
daripada substansi. Kecende-
berkomﬂromi dalam pe-

run
nyelesaian konflik ini cukup ku-
‘at dan dipraktikkan secara luas.
Suatu perselisihan yang meli-
batkan Lev menggambarkan,
bahwa konsensus dan kompro-
|mi berlaku pada hampir setiap
| tingkatan masyarakat Jawa.

Implikasi untuk studi
| ADR memang dapat berkem-
|bang dalam kont kultural,
' politik dan ekonomi yang berbe-
da-beda. N i

amun rendahnya in-

ihan di Amerika Serikat. Dati~- ctitusionalisasi hukum negara

48]
Eada menyelesaikan sengketa
isnis secara kaku sesuai kon-
trak, para menajer di AS cen-
derung melakukan negosiasi
ulang untuk menyelesaikannya
dan mencapai kesepakatan ba-
ru, Hal ini juga berlangsung di
Polandia semasa rezim sosialis
(Jacek Kurczewski dan Kazi-
mierz Frieske, 1977) maupun di
Inggris, Korea dan Ethiopia.
Jadi, dari ideologi dan budaya
. hukum, struktur sosial serta sis-

tem ekonomi yang berbeda da-
pat muncul paralelisme sikap
dan kelembagaan dalam penye-
lesaian sengketa. Paralelisme ini

juga terdapat di Indonesia.

‘dan ketakpercayaan terhadap-
\nya merupakan peluang bagi
'munculnya praktik-praktik hu-

|kum informal seperti ADR. De-

ingan kata lain, terjadi dualisme
'hukum. Kedua, selain merupa-
| kan desentralisasi dan debiro-
| kratisasi penyelesaian sengketa,

ADR juga dapat berkembang se-'

| bagai kelanjutan dari prinsip
| maupun prosedur hukum yang
| telah berlaku lama dalam ma-
| syarakat.

Ketiga, praktik ADR tak se-

derhana. Ketika menyangkut |

masalah pelik dan melibatkan
pihak-pihak yang tak setara

menghindari konflik melalui

| (baik dalam status, kemampuan

maupun penguasaan masalah),
ADR dapat melestarikan hege-
moni satu pihak atas lainnya
dan, berakhir dengan ketidak-
adilan. Keempat, kebutuhan
akan "ahli ADR” harus diper-
timbangkan secara seksama,
terutama karena menyangkut
biaya, kejujuran, keahlian mau-
pun pengalaman.

Kelima, ADR dapat dilakukan
| dalam berbagai bidang hukum
| dan untuk banyak masalah: per-
[ seteruan suami-istri (melalui
| Eerdamaian atau hakam), seng-
| keta bisnis melalui arbitrasi,

konflik antarnegara melalui

eaceful settlements, atau kasus

ingkungan hiduF melalui medi-
| asi hingga penyelesaian masalah
| pidana melalui negosiasi.

Dalam hukum internasional,

misalnya, dikenal berbagai me-
kanisme dispute settlements
atau conflict resolutions (seperti
negotiations, good offices, me-
diation, investigation, concilia-
tion, arbitration). Mediasi yang
diterapkan dalam menangani
kasus-kasus pencemaran ling-
kungan hidup terbukti berhasil
dalam kasus Sungai Siak, Riau
dan Dukuh Tapak, Semarang.
| Banyak kasus pidana juga dise-
lesaikan sendiri secara "damai”
oleh masyarakat.

Studi Van den Steenhoven
(| (1970, 1973) atas runggun adat
|| dalam masyarakat Batak-Karo
| dan JC Vergouwen (1986) ten-

tang Batak-Toba, karya Nancy

Tanner (1975) dan pasangan Von
| Benda-Beckmann (1979, 1984)
|tentang Minangkabau, karya

Herman Sihombing (1979) ten-
‘tang Mentawai, studi Strijbosch

(1981, 1985) tentang penyelesai-
' an sengketa kredit melalui me-
' kanisme adat di Lombok, atau
studi Valerine Kriekhoff (1993)
| tentang Maluku Tengah, dapat

memperkaya pemahaman atas
|| penyelesaian sengketa secara in-

ormal. Studi-studi hukum so-
sialogis dan antropologis me-
mang lebih mampu mengung-
| kapkan praktik masyarakat da-
{lam menyelesaikan | sengketa
hukum
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